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PEMPROV JAMBI RAIH ANUGERAH APBD AWARD 2024 DARI 

KEMENDAGRI 

 

Sumber gambar: https://www.beritasatu.com/network/jambilink/399600/pemprov-jambi-raih-anugerah-

apbd-award-2024-dari-kemendagri 

 

JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berhasil meraih anugerah APBD Award 

2024 dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diserahkan langsung 

oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Jambi, Al Haris, dalam 

acara APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 yang berlangsung di Grand 

Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2024). 

Pemprov Jambi menerima penghargaan dalam kategori Realisasi Belanja Daerah 

Tertinggi. Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini, 

sekaligus menyatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan Pemprov 

Jambi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

“Ini sebuah apresiasi terhadap pengelolaan APBD kami. Realisasi belanja daerah yang 

tinggi menunjukkan bahwa anggaran telah dibelanjakan dengan tepat sasaran, tepat 

waktu, dan dengan serapan yang tinggi, yang berarti kinerja pengelolaan keuangan daerah 

sangat baik,” ujar Al Haris. 

Penghargaan APBD Award diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Kemendagri kepada 

pemerintah daerah yang berhasil mengelola anggaran belanja secara efektif. Dalam 

sambutannya, Mendagri Tito Karnavian berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi 

bagi seluruh daerah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 

daerah demi kesejahteraan masyarakat.  

“Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang angka, tetapi tentang dampaknya 

kepada masyarakat. Semoga ini menjadi pemacu bagi semua pemerintah daerah untuk 

terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Mendagri Tito Karnavian.  
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Dengan penghargaan ini, Pemprov Jambi menegaskan komitmennya untuk terus 

berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Al Haris berharap 

penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga memotivasi pemerintah 

daerah untuk lebih optimal dalam merealisasikan program-program pembangunan ke 

depan.  

“Ke depan, kita harus memastikan penerimaan daerah semakin meningkat dan belanja 

anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. 

Anugerah APBD Award 2024 ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemprov Jambi dalam 

menjalankan tata kelola keuangan yang efisien dan efektif demi kemajuan daerah dan 

kesejahteraan masyarakatnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7693697/pemprov-jambi-terima-apbd-

award-2024-al-haris-kita-kelola-tepat-sasaran, Pemprov Jambi Terima APBD Award 

2024, Al Haris: Kita Kelola Tepat Sasaran, Kamis, 19 Desember 2024. 

2. https://jambilink.id/post/2651/pemprov-jambi-raih-anugerah-apbd-award-2024-dari-

kemendagrih-apbd-award-2024-dari-kemendagri, Pemprov Jambi Raih Anugerah 

APBD Award 2024 dari Kemendagri, Rabu, 18 Desember 2024. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

 Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)): 

1. Pendapatan Daerah; dan 

2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.  

 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7). 

 Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum 

Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah 

ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)). 

 Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29). 

 Pendapatan Daerah (Pasal 30): 

1. Pendapatan Asli Daerah; 
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2. Pendapatan Transfer; dan 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)): 

1. Pajak Daerah; 

2. Retribusi Daerah; 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 

4. Lain-lain PAD yang Sah. 

 Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan 

retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)). 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah 

atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)). 

 Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)): 

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

3. hasil kerja sama daerah; 

4. jasa giro; 

5. hasil pengelolaan dana bergulir; 

6. pendapatan bunga; 

7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-

menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, 

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya 

merupakan Pendapatan Daerah; 

9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

11. pendapatan denda pajak daerah; 

12. pendapatan denda retribusi daerah; 

13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14. pendapatan dari pengembalian; 

15. pendapatan dari BLUD; dan 

16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah: 

 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10). 

 Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)): 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 

1 angka 64). 

 Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1): 

1. Jasa Umum; 

2. Jasa Usaha; dan 

3. Perizinan Tertentu 

 

 

 

Disclaimer:  

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat 

BPK Perwakilan Provinsi Jambi. 

 

 


